NOTULA
Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022

Revitalisasi Peran Desa dalam Kebijakan Pendataan Nasional

Hari, Tanggal :  Kamis, 17 September 2020
Pukul : 13.30-15.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Agenda : Pembahasan Usulan RAN OGI
Peserta . 1.Direktorat Otonomi Daerah Bappenas

2.Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial
3.Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan
3.Tim Lakpesdam PBNU, FITRA, ALTERASI, KEMITRAAN, INFID

4. Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan terkait Open
Government Indonesia

a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan
praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government
Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI,
Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan
pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan
prioritas nasional.

b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga
tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan
rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022.
Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi
meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini,
usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L
terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama
dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik
sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Perwakilan Lakpesdam PBNU memberikan paparan terkait usulan
Revitalisasi Peran Desa dalam Kebijakan Pendataan Nasional sebagai berikut:



d.

Dengan banyaknya permasalahan terkait data penerima bantuan
sosial, perlu usaha untuk memberikan peran baru kepada desa
dengan penguatan kewenangan desa untuk mendata warganya
yang berhak menerima bantuan sosial. Hal ini didasarkan pada
beberapa poin yakni (1) ada hubungan yang dekat, antara warga
dan pemerintahan desa sehingga memudahkan kontrol “warga”
terhadap pemerintahan khususnya pendataan. (2) Skala desa
mencakup jaringan terkecil, sehingga desa lebih memungkinkan
untuk mengetahui situasi warganya secara dinamis misalnya data
orang yang meninggal, orang yang menjadi miskin, dsb.

Namun, sebenarnya, UU Desa menjelaskan adanya kemungkinan
pemberian kewenangan pada desa di bidang pemerintahan tapi
tidak semua desa memiliki daftar kewenangan. Selama ini, juga
tidak ada koordinasi dengan desa dalam pendataan dan
pemantauan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun,
tahapan pendataan yang dituangkan dalam Permendes No.6 tahun
2020 memberikan celah untuk mengadakan musyawarah desa
terkait pendataan..

Rekomendasi dari CSO adalah adanya konsolidasi politik antara
Pemerintah Pusat, Antarkementrian dan Lembaga, Pemerintah
Daerah-Desa, sebab sudah ada konsolidasi kebijakan (hukum).
Selain itu, perlu ada peningkatan Kapasitas Desa. Termasuk dalam
Teknologi Informasi.

3. Bapak Ammar selaku perwakilan Dit. DTTP dari Bappenas menyampaikan

beberapa poin sebagai berikut:

d.

b.

C.

Usulan ini relevan dengan pembaruan data DTKS yang saat ini
sedang dalam proses. Hal ini dilakukan karena pandemi telah
banyak menyebabkan masyarakat rentan menjadi masyarakat
miskin dan masyarakat miskin menjadi miskin kronis.

Ada program P3PD yang merupakan penguatan kapasitas desa
untuk memperbaiki kualitas belanja desa. Hal ini menjadi fokus
dalam RKP yakni pembangunan reformasi sistem perlindungan
sosial khususnya reformasi registrasi sosial.

Ada Surat Edaran Menteri yang mengatur pemberdayaan relawan
desa yang terdiri atas pemerintah desa dan elemen desa lainnya
untuk mendata calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil
pendataan kemudian diverifikasi dalam musyawarah desa.



Surat Edaran tersebut yang isinya merupakan konsolidasi
peraturan yang ada telah memberikan petunjuk teknis yang jelas
untuk sistem BLT. Buku Saku Pendataan Dana Desa juga sudah
diterbitkan.

4. Tbu Kiki dari Dit. Otda Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai

berikut:

d.

Saat ini, ada lebih dari 74.000 desa dengan karakter masing-
masing. Perlu adanya koordinasi antara BPS dan Desa untuk
menguatkan pendataan.

Usulan ini lebih cocok menjadi program nasional karena masih ada
perbedaan terkait data di level nasional.

Ada praktik baik dari Bupati Trenggalek yang bisa dicontoh karena
bupati tersebut menggerakkan masyarakat hingga agen terkecil
untuk melengkapi pendataan.

5. Ibu Alen dari Dit. Otda Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai

berikut:

d.

Dinamika desa saat ini banyak dipengaruhi oleh figur pimpinan,
sehingga kekuatan yang dibangun sebenarnya ada di komunitas.

Perlu adanya kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam
membahas usulan ini.

III. Tindak Lanjut

1. Rapat Trilateral berikutnya akan mengundang Kementerian Desa

PDTT.

IV. Dokumentasi
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